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A. Latar Belakang Masalah
Dalam memenuhi perintah hadits Nabi Muhammad SAkKate penentuan

awal bulan kamariah selalu mengundang polemik. KTidanya dalam wacana,
polemik juga sekaligus terkait implikasinya dalaenentuan awal dimulainya puasa.
Bahkan tidak jarang perbedaan pendapat tentargrsska penentuan awal bulan
kamariah menimbulkan disharmonitas di kalangan uslam. Perbedaan pendapat
tentang hilal ini akhirnya telah menyita banyakrghe@mat Islam dalam perdebatan
perbedaan pemahaman dan sangat berpotensi merkisakaln Islamiah. Padahal
tidak ada kebenaran mutlak terhadap sifat ijtinaldjysifatnya terkadang temporal
dan situasional. Bahkan dalam hal ini Imam Syafah merubah madzhabnya pada
waktu yang relatif singkat, ia mempunygaul al-gadimdan qaul al-jadid karena

sifat relativitas ijtihad

Di Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbeisaunia, hampir
selalu terjadi perbedaan dalam memahami dan meti@m@esan hadits Nabi
Muhammad SAW dalam menentukan awal bulan kama8ahingga hampir setiap

menjelang awal dan akhir Ramadhan masyarakat sekpertanyakan, kapan awal

! Moh. Toriquddin, Relasi Agama & Negara, dalam Pandangan Intelekthlislim
Kontemporer Malang: Uin Malang Press, 2009, hal. 29.



dan akhir Ramadhan? Menariknya, perbedaan tidakahberbeda satu hari, bahkan

berhari-hari.

Perbedaan pendapat tentang hilal, serta implikastatam penentuan awal
bulan kamariah yang terkait dengan prosesi ibad#dnd bulan Ramadhan, Syawal
dan Dzulhijjah sudah timbul sejak lama dalam pevadalslan? Dalam kaitan ini

ada dua pendapat yang berbeda.

Pertama, pendapatukyat al-hilal bi al-‘aini. Dalam memahami dan
mengaplikasikan pesan Nabi Muhammad SAW tentangergaan awal bulan
kamariah pendapat ini dalam menentukan awal butamakiah menggunakan cara
rukyat, sebagaimana metode yang digunakan padanziiabi Muhammad SAW.

Pendapat ini didasarkan pada hadits

(ploss ol ) (3 Gland Bae | 5leSlE Sile e (la Ay )]

Artinya : Dari Abi Hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW bersabdBerpuasalah
kamu semua karena terlihat hilal (Ramadhan) darbbkalah kamu semua
karena terlihat hilal (Syawal). Bila hilal tertutupatasmu maka
sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban tiga pulufR. Muslim}

2 Syamsul Anwar, “Kontroversi Hisab dan Rukyat”,atalM. Rasyid Ridha, dkkHisab Bulan
Kamariah Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009, hal. 1.
3 Abu Husain Muslim bin al-HajjaShahih MuslimJJilid |, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal. 481.



Dalam praktiknya, penentuan awal bulan kamariahumgrmadzhab rukyat
mengatakan bahwa penentuan awal bulan kamariab digiasarkan dengan rukyat
dan istikma) rukyat yaitu melihat hilal dengan mata telanjang. Sedangkekyat
dengan menggunakan alat keabsahannya masih mearerkgian lebih lanjut.
Rukyat hilal dilakukan setiap tanggal 29 pada budamariah setelah waktghurub
atau terbenamnya Matahari, sedangkan lokasi rukyatmnya dilakukan di lokasi
pantai dan dataran tinggi (bukit, pegunungan atamara) karena lokasi tersebut

lebih memungkinkan bebas halangan dari ufuk teragdt rukyat.

Dalam pendapat rukyat, hilal secara syar’i diartibahwa hilal pasti terlihat.
Demikian yang dijelaskan dalam hadits-hadits hisddyat. Dari tinjauan bahasa, al-
Quran, al-sunnah dan tinjauan sains sebagaimang gi@ahami madzhab rukyat
bahwa hilal itu pasti tampak cahayanya dan terlizat Bumi di awal bulan, bukan
sekedar dugaan adanya hfl@ehingga rukyat hilal adalah pengamatan dengaa mat
kepala terhadap penampakan Bulan sabit sesaatatsetedktu ghurub, yaitu
terbenamnya Matahari setelah terjadinya ijtima’nfkagsi). Penampakan hilal harus
terlihat secara kasat mata, baik melalui bantuat @ptik ataupun dengan mata

telanjang dan tidak cukup dengan perkiraan dankiega adanya hilal semata.

* A. Ghazalie MasroerPedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulgrakarta: LFPBNU, 2006,
hal. 2.

® A. Djamil, llmu Falak (Teori & Aplikasi)Jakarta: Amzah, 2009, hal. 154.

® Ahmad Ghazalie MasroefRukyatul Hilal; Pengertian dan Aplikasinymakalah dalam Temu
Kerja Evaluasi Hisab Rukyat Kementrian Agama Rejgubdonesia pada 29 Februari 2008, hal. 4.



Meskipun demikian metode rukyat dalam penentuanl d&wkan kamariah
juga terdapat perbedaan pendapat, sebagian uraat Isrpendapat rukyat harus
dengan mathla’ lokal atau disebut dengan rukyaallogedangkan sebagian umat
Islam lain berpendapat rukyat dapat dan seharuditglaukan secara rukyat global,
yaitu dengan mengikuti hasil rukyat negara lainutema Arab Saudi dalam

penentuan awal Dzulhijjah.

Kedua,rukyat al-hilal bi al-fi’'li. Dalam pendapat ini mengatakan bahwa hilal

dimaknai sebagai penanda masuknya waktu ibadakapanini berdasarkan dalil
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Artinya : “Dia-lah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bul bercahaya dan
ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempatygi baerjalanan
Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun garhitungan
(waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian melainkan dengan
hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nypad#a orang-orang
yang mengetahui.{QS. Yunus, 10:5).

" Paham rukyat global di Indonesia diantaranya diateh Hizbut Tahrir Indonesia. Mengenai
pemikiran hisab rukyat awal bulan Hizbut Tahrir dnésia, baca selengkapnya di situs resmi Hizbut
Tabhrir, http://hizbut-tahrir.or.id/2008/11/29/petean-awal-bulan-kamariah-persepektif-hizbut-tahrir-
indonesia/ atau http://hizbut-tahrir.or.id/2012/0/7Mmendudukkan-penetapan-awal-dan-akhir-
ramadhan/ di akses pada 10 Oktober 2012. Bandingeagan Amin RH, “Penyatuan Awal dan
Akhir Ramadhan, Mungkinkah?” dimuat dalam hai$arara Merdekaedisi 04 Juli 2012.




Dalam praktiknya, pendapat ini mengatakan bahwaemean awal bulan
kamariah bisa dilakukan dengan hisab, karena swistiari dalil-dalil kewajiban
pelaksanaan prosesi ibadah terkait penentuan wadlah untuk mengetahui
masuknya waktu ibadah itu sendiri. Dalam praktikyai hilal, tujuan pembuat
syariah dalam hal tersebut adalah agar mudah nangetvaktu ibadah, bukan

menjadikan rukyat sebagai ibadah itu serfdiri.

Secara teknis, dalam penentuan awal bulan kamapehdapat ini
mengaplikasikan sistem penentuan waktu berdasargarhitungan (hisab).
Sebagaimana penentuan waktu shalat, penentuan myaswkaktu ibadah kaitannya
dengan penetapan awal bulan sudah seharusnyai gepemtuan waktu shalat yaitu
cukup dengan memperhitungkan masuknya waktu séepad dan akurat. Sehingga
dalam pelaksanaan shalat, seorang muslim tidaku pextlakukan pengamatan
terhadap Matahari sebelum melaksanakan ibadahtstega cukup dengan melihat

jam atau berdasarkan jadwal waktu shalat.

Secara syar’i, madzhab hisab berpendapat bahwesteatlits tentang hisab-
rukyat dikatakan menunjuk kepada suatu tujuan e#aligus saran¥. Tujuan yang
dimaksud jelas, yaitu menjalankan ibadah puasarasd@seluruhan sehingga tidak

ada satu hari pun yang tertinggal. Hal ini dilakukBengan menetapkan masuk dan

8 M. Rasyid Ridha, “Penetapan Bulan Ramadhan darbRleasan Tentang Penggunaan Hisab”,
dalam M. Rasyid Ridha, dkk-isab Bulan Kamariahop.cit, hal. 22.

° Agus Mustofa, “Puasa Ramadhan, Antara Tradisi $@ins” dimuat dalam harialawa Pos
edisi 23 Juli 2012.

19 yusuf Qardhawi, “Rukyat Hilal Untuk Menentukan Baf, dalam M. Rasyid Ridha, dkk.,
Hisab Bulan Kamariahop.cit hal. 60.



berakhirnya bulan kamariah melalui sarana (cara)gydapat dilakukan oleh
kebanyakan orang tanpa menimbulkan kesulitan dalgama’ Sehingga apabila
terdapat sarana lain yang lebih mampu mewujudkamnuhadits dan lebih terhindar
dari kemungkinan keliruhuman erroy, maka penggunaan sarana lain yang lebih
mampu mencapai tujuan hadits dibenarkan. Dalamnglenggunaan hisab yang
pasti di zaman sekarang harus diterima berdasagkeas aulawi(argumentum a

fortiori).*

Di Indonesia, perbedaan pendapat tentang hilata serplikasinya dalam
penentuan awal bulan kamariah oleh pemerintah damssormas di Indonesia
seringkali terjadi. Contoh beberapa kasus terjadpgrbedaan dalam penentuan awal
bulan kamariah di Indonesia adalah pada Idul Ai#i8 H, Idul Adha 1420 H,
Ramadhan 1422 H, Idul Fitri 1423 H, Idul Adha 1423ldul Fitri 1432 H dan yang

terakhir adalah Ramadhan 1433 H.

Dalam perkembangannya perbedaan penetapan awah lkalaariah di
Indonesia tidak hanya berpusat masalah hisab dagattunamun juga pada
permasalahan perbedaan dalam mendefinisikan higdcara harfiah hilal
didefinisikan sebagai awal penampakan Bulan sahiigysangat tipis setelah

terjadinya ijtima’ di ufuk barat setelah terbenamnMatahari ghuru. Namun

“Ibid, hal. 60.
12 Maksudnya adalah kalau yang lebih sulit dilakukaja ternyata bisa dilakukan berarti yang
lebih mudah dilakukan otomatis juga pasti bisakdikan.lbid, hal. 62.



secara teknis, belum ada rumusan baku tentang rbagai posisi Bulan yang

berkedudukan sebagai hifdl.

Perumusan teknis hilal memang tidak mudah, terutaerayangkut visibilitas
hilal. Setidaknya ada tiga parameter yang perlujagempertimbangan, yaitu posisi

Bulan terhadap Matahari, sifat optis atmosfir Batain resolusi mata manusfa.

Di Indonesia, ragam penentuan awal bulan kamagabag variatif dan masih
sangat sulit untuk dipertemukan. Pada akhirnya rkeetsi definisi hilal terkait
dalam penentuan awal bulan kamariah akibatnya Heodali kepada masyarakat
yang harus dibuat bingung dalam menentukan piliBagi masyarakat yang menjadi
bagian ormas tertentu, biasanya mereka akan conammgikuti pendapat ormas
masing-masing karena kedekatan kultural dan ikatamosional. Namun bagi
masyarakat yang tidak terkait dengan ormas mandpaty akan sulit menjatuhkan

pilihan.

Potensi besar dari perbedaan penentuan awal balaarkah menunjukkan
ketidakkompakan umat Islam dan bahkan cenderungisakrukhuwah islamiah.
Derasnya konflik internal dan pemahaman ketidakasaterjadinya perbedaan
dalam satu wilayah administratif akhirnya memicawMUI Pusat no. 2 tahun 2004

Perihal Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan D@lihgigar seluruh umat Islam

13 Muh Hadi Bashori, “Kritik Hilal Normatif’, dimuatialam hariarRepublika,edisi 10 Mei
2012.

4 |bid. Bandingkan pula dengan Ma'rufin Sudibyo, “Pertmdaalam Mendefinisikan hilal”,
dimuat dalam hariaBuara Merdekaedisi 25 Juli 2011.



mengikuti penetapan pemerintah terkait penentual bBulan kamariah berdasarkan

kaidahhukmu al-hakim ilzamun wayarfa’u al-khilaf.

Pembentukan Badan Hisab Rukyat dan pelaksanaamgsitd®dat merupakan
produk dari inisiatif pemerintah dalam mempertenmuk@rbedaan-perbedaan yang
ada. Pada dasarnya kehadiran Badan Hisab Rukyahagistuk menjaga persatuan
dan ukhuwah islamiah khususnya dalam hal ibad&amun perlu dicermati bahwa
dalam ketetapan pemerintah dalam upaya penyerag&ntana penentuan awal

bulan kamariah ini setidaknya menyimpan dua masalah

Pertama, metode penentuan awal bulan kamariah al@npanah keyakinan
dalam beragama dan perbedaan sifat ijtihadiyah pa&gan sebuah fitrah manusia,
sedangkan dalam lIslam, perbedaan adalah sunndfulalam penentuan awal
bulan kamariah, perbedaan-perbedaan sifat ijtilsddgebenarnya terjadi akibat sifat
kehati-hatian umat Islam terhadap waktu agar dapatjalankan perintah ibadah
tepat pada waktunya, karena ada prosesi ibadah gpalgila dilakukan pada hari
yang salah, maka hukumnya menjadi hatarBehingga ormas-ormas Islam atau
madzhab-madzhab hisab rukyat tidak mungkin haruasgpudi saat mereka

berkeyakinan bahwa belum masuk tanggal satu Ramadbegitu pula tidak

15 Ahmad IzzuddinFikih Hisab Rukyah di Indonesi&emarang: Logung, 2003, hal. 51.

16 Ahmad Syafii Maarif, “Dalam Islam, Perbedaan al&annatullah”, dalam Susiknan Azhari,
Hisab & Rukyat, Wacana untuk Membangun Kebersamatangah Perbedaaryogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2007, hal. 136.

" Tono SaksonolMengkompromikan Rukyat & HisaBakarta: PT. Amythas Publicita, 2007,
hal. 15-16.



mungkin mereka harus masih berpuasa saat merekaybkman bahwa hari ini

sudah masuk tanggal satu Syawal untuk merayakarRdga Idul Fitri*®

Dalam realitas sosial, aliran-aliran hisab rukyat Iddonesia memang
memiliki keyakinan dan argumentasi masing-masing darsikap teguh terhadap
keyakinannya tersebut. Nadhlatul Ulama dan Muhanyabhddua ormas terbesar di
Indonesia yang paling menyedot perhatian publilamalealitas perbedaan karena
sifat kebesaran massa dan pengaruh yang dimilikmitiki perbedaan keyakinan
dalam penentuan awal bulan kamariah yang dipegascpara teguh tanpa
kompromistis. Nadhatul Ulama misalnya, dalam bukRedoman Rukyat dan Hisab
Nadhlatul Ulama” secara tegas mengikrarkan bahwengean awal bulan mutlak
berdasarkan rukyat, bahkan keikutsertaan dan kKepatlNU dalam keputusan
pemerintah dalam penetapan awal bulan adalah kapemsamaan cara dalam
penentuan awal bulan kamariah yang digunakan petabri yaitu berdasarkan
rukyat. NU juga menegaskan bahwa apabila pemerimtahgabaikan rukyat NU,
maka NU akan membuat keputusan sendiri dengan kidragkan penentuan awal
bulan kamariah versi NU kepada warga-wargdiyaedangkan Muhammadiyah
masih kukuh dengan pendirian wujudul hilal sebggadoman dalam mengetahui
masuknya waktu, yaitu pergantian Bulan. KeyakinaatkMuhammadiyah terhadap
pendirian wujudul hilal terlihat jelas dalam kaguenetapan Idul Fitri 1432 H lalu

saat Muhammadiyah menolak mengikuti ketetapan patabrdalam sidang itsbat

18 Muh Khalid, “Validasi Hilal”, dimuat dalam harigRepublika edisi 7 Juli 2012.
9 pedoman Rukyat dan Hisab Nadhlatul Ulagmp.cit, hal. 15.
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dan memilih memutuskan berdasarkan ketetapan gebdinikan Muhammadiyah
akhirnya keluar dari keikutsertaan sidang itsbatekka menganggap dapat
menentukan sendiri awal bulan kamariah berdasakieg@akinan Muhammadiyah
sehingga menolak mengikuti keputusan pemerinta¢nieaberbeda keyakinan dengan

pemerintah dalam menetapkan hari awal bulan kam#tia

Maka dalam hal ini, pemerintah tidak seharusnya ukhadalam ranah
penyeragaman kriteria dalam penentuan awal bularakah karena ini masuk dalam
ranah keyakinan sehingga tidak mungkin harus dadas Bagi masing-masing
madzhab hisab rukyat ukurannya adalah kemantapati, lselain itu
pertanggungjawaban di hadapan Allah nanti, jawaymfkembali ke masing-masing

individu?*

Memang upaya penyeragaman kriteria adalah sebumjay@ang sangat baik
dalam penyatuan umat Islam. Namun bersatu bukaartbérarus seragam, umat
Islam harus bersikap dewasa dalam menyikapi pedoedalam sifat ijtihadiyah
karena tidak ada kebenaran mutlak dalam sifatagliyah, sifatnya terkadang

temporal dan situasional.

Kedua, Negara Indonesia merupakan negara berasBskaasila dan UUD

1945 yang menghormati kebebasan beragama dan arégal ibadah agama sesuai

2 Muh Hadi Bashori, “Sidang Itsbat & Muhammadiyakialam hariarPelita, edisi 13 Juli
2012,

2 Masdar F. Mas'udi, “Yang Penting Harus Saling Memgnati’, dalam Susiknan Azhari,
Hisab & Rukyatop.cit hal. 141.
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dengan keyakinan masing-masing. Pasal-pasal ternjngan negara terhadap

kebebasan warga negara dalam menjalankan keyakiaankepercayaan dalam

keagamaan di antaranya adalah :

Pasal 28 E

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadaturut agamanya,
memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekarjaamemilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayamegara dan
meninggalkannya serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakirerkapaan, menyatakan
pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya.

Pasal 28 |

(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, haknkrdekaan pikiran dan
hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperdkidhak untuk diakui
sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untukktidauntut atas dasar
hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusiagytidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun.

(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yaeugifat diskriminatif atas
dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan tlapgperlakuan yang
bersifat diskriminatif itu.

Pasal 29
(1) Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudunkuk memeluk

agamanya masing-masing dan untuk beribadah menag@ma dan
kepercayaannya itu.

Bahkan dalam pasal 29 No. 2 negara telah menegédblegara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk aggaanasing-masing dan

untuk beribadah menurut agama dan kepercayaanmyaSkhingga dalam hal ini



12

pemerintah tidak berhak mengatur (mengintervenspela keyakinan dalam
menjalankan ibadah dan beragama. Dengan katasklde]Jum negara mengatur atau
mengintervensi masalah keyakinan beragama, makarandwarus terlebih dahulu
mengubah UUD 1945. Selain itu, status Negara Inslareebagai negara sekuler oleh
beberapa kalangan menegaskan bahwa penggunaah kaklau al-hakim ilzamun
wayarfa’u al-khilafdalam upaya pengalihan kekuasaan dalam penentuarbalan
kamariah oleh pemerintah tidak tepat, karena kaidakmu al-hakim ilzamun
wayarfa’u al-khilaf merupakan kaidah yang hanya berlaku untuk negdaanfs
sedangkan Indonesia bukan negara Islam dan bahdaterting sebagai negara

sekuler meski sejarah membantah Negara Indondsa@aenegara sekuler.

Indonesia sejak awal kemerdekaannya merupakan anggarg berasaskan
Pancasil&® Dalam sejarahnya, keberadaan Pancasila sebagai Magara RI yang
telah menempuh perjalanan hingga usia melebiheBQrt sejak Indonesia merdeka

dan mengalami pasang-surutnya perjalanannya, rablalui perdebatan panjang.

22 gebagaimana pendapat yang dikemukakan Abu Ha?singurus PWNU Jateng dan MUI
Jateng, bahwa status Negara Indonesia sebagaiansgiuler maka negara tidak berhak untuk
mengatur (mengintervensi) masalah keyakinan keagarkarena otoritas tertinggi keagamaan tidak
berada ditangannegara. Dengan kata lain, pengakk&nasaan dalam masalah keagamaan oleh
pemerintah hanya bisa dilakukan oleh negara yamgsaskan Islam (negara Islam). Maka, kaidah
hukmu al-hakim ilzamun wayarfa’u al-khilatin tidak cocok diterapkan di Indonesia. Ketua dmu
PP. Muhammadiyah juga sependapat bahwa pengalibknaaan atas otoritas keagamaan oleh
pemerintah RI tidak pas, secara tata hukum negdes jpahwa negara non-Islam/ sekuler tidak
memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengintesivkayakinan keagamaan apalagi UUD 1945
telah menegaskan hak warga negara untuk beribadehurot keyakinan masing-masing.
Selengkapnya baca “Indonesia bukan negara Islamefgah bukan Ulil Amri” dalanBuara Islam
Online, edisi 22 Agustus 2012.

% As’ad Said Ali,Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangkekarta: LP3ES, 2009,
hal. 166.
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Bahkan perdebatan masih terus terjadi baik pada make lama, orde baru hingga

reformasi saat sekarang ffii.

Dalam usaha tercapainya kemerdekaan Indonesia, amgub kesadaran
nasional dan membentuk Negara Indonesia merdelak #da satu pun tokoh yang
menafikkan peran penting Islam. Islam dalam perskalngan nasionalis dapat
menjadi landasan moral dan etis bagi pergerakaranggaan. Sehingga dalam
perumusan dasar negara, tokoh-tokoh dari golongama mendesak agar Negara
Indonesia berdiri sebagai negara Islam dan memgniahwa kehadiran negara
Islam adalah suatu keharusan untuk menjamin agamntgle agama dapat

dijalankan?®

Dalam perjalanannya, naskah Piagam Jakarta yargsdsian Islam dan
Naskah UUD 1945 yang dihasilkan BPUPKI melalui s¢bgentlemen agreement
harus mengalami perubahan akibat terdapat penolaaolakan keras dari berbagai
elemen bangsa Indonesia. Bahkan kelompok-kelompokted dan Katolik dari
Indonesia bagian timur tidadtegdengan piagam Jakarta yang berasaskan Islam dan
mengancam akan keluar dari Bangsa Indonesia damlirikam bangsa sendiff.
Penolakan-penolakan terhadap kehadiran negara Ethmya menjadikan Negara

Indonesia berganti haluan menjadi negara yang &skas Pancasila. Rumusan

24 Abdul Karim,Islam NusantaraYogyakarta: Rha Pustaka, 2007, hal. 87.
% As’ad Said Ali,Negara Pancasilgop.cit, hal. 156.
%% bid, hal. 166.



14

Pancasila ini menurut Mohammat Hatta menjadikars assgara lebih netral dan

dapat diterima oleh kaum non-musfm.

Keberadaan Pancasila sebagai dasar negara merupakaah konsensus
sebagaigentlemen agreemerttdak ada pihak yang seratus persen menang. Namun
meski berdasarkan asas Pancasila, Negara Indamesialak gagasan memisahkan
agama dan negara. Negara tetap berlandasgait ke-Tuhan-an atau moralitas
keagamaan meskipun tidak mengklaim diri dengansgriagama tertentu. Namun
posisi demikian justru menjadi sebuah permasalath@m menimbulkan sebuah
pertanyaan yang hingga saat ini masih selalu dgberttan, bagaimana bentuk
negara yang tidak sekuler tapi sekaligus tidak reggama? Ketidakjelasan rumusan
mengenai hubungan negara dan agama justru mendayengrasi berikutnya

mengulangi kembali perdebatan lama yang tak kunjunias.

Sehingga melihat dasar Negara Indonesia sebagaranegn-agama (Islam)
dan UUD 1945 tentang kebebasan warga negara set@mgalang tercantum dalam
Pasal 28 E No. 1, pasal 28 | dan pasal 29 No. Xameegara tidak berhak
mengintervensi dan mengambil alih otoritas tertirmdgs masalah keagamaan. Selain
itu kaidahhukmu al-hakim ilzamun wayarfa’'u al-khilédiak dapat digunakan sebagai
landasan pemerintah dalam menetapkan diri sebagaenpu kebijakan dalam
menjalankan syariat agama terutama masalah pemerswal bulan kamariah.

Namun pemerintah bukan berarti sama sekali tidakkelpentingan dalam

27 | bid.
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memberikan kebijakan persoalan penetapan awal tkdamariah. Dalam konteks
kenegaraan, pemerintah memang harus memiliki Kebijadalam penentuan awal
bulan kamariah atau kebijakan kalenderisasi selssdmiah patokan penentuan hari-
hari libur nasional dan segala sesuatu yang ted@@ihda negara, bukan sebagai

intervensi keyakinan keagamaan dalam menjalankamasyagama.

Apabila dicermati, Islam selalu mengajarkan kepaneatnya untuk bersatu
meski dalam perbedaan. Contoh terbaik kebersamaatlalam yang harus menjadi
contoh dan teladan umat sekarang adalah ketikared&asaulullah SAW dan para
sahabat, yaitu kaum muhajirin dan kaum anshor. kéeraeski berbeda ras, suku,
dan kebangsaan tapi jalinan antar umat Islam Kalabagaikan saudara sendiri.
Orang-orang anshor berlomba-lomba memberikan bankepada kaum muhajirin
yang datang dari Mekkah, seolah mereka kedatargzeibat karib yang lama telah
dinantikan®® Perbedaan pendapat bukanlah berarti ada salatpibat yang salah
dan harus menimbulkan disharmonitas, bahkan dramara Imam Madzhab yang
empat pun sudah biasa terjadi perbedaan pendalpat deemahami nash, misalnya
Abu Hanifah berselisih pendapat dengan Imam Sybdbih dari sepertiga

pendapatnyd’

% Abu Muhammad Nizamul Adlijtsar, Mendahulukan Saudaranya dari Diri Sendiri),(1
dalam situs _http://muslim.or.id/akhlaq-dan-nasétsaw-mendahulukan-saudaranya-dari-diri-sendiri-
1.html, di akses pada 10 Oktober 2012 pukul 08.0B.W

2 Moh. Thoriquddin, Relasi Agama & Negara dalam Pandangan Intelektualisiih
Kontemporerop.cit, hal. 30.
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Bukan hanya dalam prosesi ibadah puasa dan Idui &lam bulan
Ramadhan dan Syawal, tapi prosesi ibadah haji dabaan Dzulhijjah pun
mengajarkan cermin persatuan umat dalam perbedadah haji yang dilakukan
jamaah dari berbagai negara di dunia menuju satopae di Mekkah dan
dilaksanakan dalam satu waktu, yaitu 10 Dzulhijjaénjadi cermin bahwa Islam
mengajarkan kesatuan dan kebersamaan umat dalaragaman ras, suku, negara

dan perbedaan seputar keyakinan fikhiyah.

Selain itu, rumusan imkan rukygtng digagas oleh pemerintah sesungguhnya
masih menyisakan pekerjaan rumpdénjang yang tidak akan mudah diselesaikan
apabila masih merujuk pada ketetapan syar’i daeha@tan ilmiah. Selain itu dalam
dataran realitas terdapat fenomena menarik bahwgaipusn sudah disepakati adanya
batasan minimal imakn rukyatnamun baik Nadhlatul Ulama maupun
Muhammadiyah masih bersikukuh dengan pendapatnyangieasing. Nadhlatul
Ulama masih “belum membolehkan” imkan rukyaedangkan Muhammadiyah

masih berpegang teguh dengan wujudul Rflal.

Sehingga umat Islam harus menyadari bahwa sudatysaamat Islam harus
bersikap dewasa dan bijaksana serta toleran dakamgmadapi perbedaan keyakinan
dalam menjalankan syariat agama. Umat Islam hareisyadari bahwa persatuan

umat Islam tidak harus diwujudkan dalam persatuatand segala hal, karena

% Ahmad Izzuddin,Figh Hisab Rukyah di Indonesianakalah dalam Pelatihan Hisab dan
Rukyah Pondok Pesantren Miftahul Huda, Tasikmaldsreva Barat, pada April 5-6 2008, hal. 9.
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perbedaan merupakan sunnatullah yang tidak murntigbaikan. Toleransi dan sikap
saling menghormati harus ditunjukkan oleh umatnistarhadap sesamanya dalam
perbedaan sebagai wujud kesatuan umat yang h&kadéa, menyikapi fenomena
perbedaan dalam penentuan awal bulan kamariah ir@nya yang perlu
dikedepankan adalah sikagree in disagreemensehingga muncul sikagsamuh-
toleransi. Karena perbedaan pemikiran tersebut akibat adamybegaan dalam

memahami (interpretasi) dari nash.

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahanajkamgdikaji dalam skripsi
ini adalah bagaimana posisi keyakinan keagamaaanpgm awal bulan kamariah

dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia?

. Tujuan Pen€litian
Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk meag&hn posisi keyakinan
keagamaan penentuan awal bulan kamariah dalam Ksorieegara Kesatuan

Republik Indonesia.

. Telaah Pustaka

Buku-buku serta penelitian-penelitian tentang ilfialak khususnya yang
membahas terkait perbedaan dalam penentuan awah k@mariah dan solusi
pemecahannya cukup banyak, namun dibandingkan degregeelitian dalam skripsi

ini masih terdapat perbedaan-perbedaan yang cugniilsan dan fundamental.
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Diantaranya adalah buktigh Hisab Rukyah di Indonesfayang ditulis oleh
Ahmad lzzudddin. Dalam buku yang merupakan tesi$ p@nulisnya ini lebih
banyak membahas tentang pelacakan sejarah perbgoaeentuan awal bulan
kamariah dan memberikan simbolisasi perbedaan datb@hasan khusus terhadap
NU dan Muhammadiyah, dan memberikan solusi denganganut keputusan dan
kriteria pemerintah. Namun dalam buku ini lebih yan membahas sistematika
internal dalam madzhab NU dan Muhammadiyah. Buku nmeski sedikit
memberikan wacana pemahaman dalam perbedaan naasiim t@rkesan memaksa
untuk bersatu dengan ketetapan pemerintah berdes&&idahhukmu al-hakim
ilzamun wayarfa’'u al-khilafdan kriteriaimkan rukyatyang masih diperdebatkan.
Sehingga buku ini masih meninggalkan pekerjaan huyaag banyak untuk benar-

benar menyelesaikan permasalahan dalam upaya pgayean kriteria hilal.

Berikutnya Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyamudet
Muhammadiyah Dalam Perspektif Hisab Rukyat di Imeiai’ yang merupakan
skripsi dari M. Taufik Skripsi ini mengupas pemikiran hisab rukyat Muhardiyeh
dalam penentuan awal bulan kamariah sebagai safahmedzhab hisab rukyat yang
ada di Indonesia, penelitian ini sekaligus mempaabregkan pemikiran hisab rukyat
Muhammadiyah dengan pemikiran hisab rukyat yang didendonesia. Penelitian

yang sangat menarik karena Muhammadiyah merupakdoksasi dan motor hisab

31 Ahmad IzzuddinFigh Hisab Rukyah di Indonesi¥ogyakarta: Logung, 2003.

32'M Taufik, Analisis Terhadap Penentuan Awal Bulan Qamariyamiet Muhammadiyah
Dalam Perspektif Hisab Rukyat di IndonesiBkripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo
Semarang, 2006, tp.
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di Indonesia, namun sebagaimana tema yang diangé&aglitian ini memfokuskan
diri pada penelusuran pemikiran Muhammadiyah deetam membeberkan secara
mendalam bagaimana pergulatan hisab rukyat yangdadiadonesia secara lebih

luas.

Kemudian skripsRukyah Global Awal Bulan Qomariyah (Analisis Penaiki
Hizbut Tahrirf® oleh Siti Munawaroh yang menelisik pemikiran rukyglobal
Hizbut Tahrir dalam penentuan awal bulan kamarRénelitian ini menjelaskan
bahwa pemikiran rukyah global didasari atas pemahatmahwa perintah rukyat
berlaku untuk seluruh umat Islam tanpa terkecpainulis kemudian menggali lebih
dalam pemikiran rukyah global Hizbut Tahrir sebag@buah dinamika pemikiran
hisab rukyat yang ada di Indonesia. Penelitiantempusat pada pemikiran hisab
rukyat Hizbut Tahrir dan masih belum memperlihatklimamika pergulatan hisab
rukyat yang ada di Indonesia serta kedudukan iklawaal bulan kamariah dalam

perspektif negara Indonesia.

SelanjutnyaMetode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama’ah NMusli
(Hizbullah) di Indonesi¥, skripsi oleh Ansorullah yang mengemukakan bagaimana
dinamika pemikiran hisab rukyah Hizbullah yang miémpemikiran menarik yaitu
mendasarkan keyakinan dalam penentuan awal bulaarkeh berdasarkan rukyah

global, yaitu metode trasnfer rukyat yang berlakeadu negara untuk seluruh dunia.

% Siti Munawaroh Rukyah Global Awal Bulan Kamariah (Analisis PengkirHizbut Tahrir),
Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongo Sgang, 2006, tp.

3 Ansorullah,Metode Penetapan Awal Bulan Qamariyah Jama’ah Mhisli(Hizbullah) di
Indonesia Skripsi Sarjana Fakultas Syariah IAIN Walisongorfarang, 2010, tp.
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Skripsi ini sebagaimana sebelumnya lebih banyakgonesis pemikiran salah satu
madzhab hsiab rukyat yang ada di Indonesia sehibglyan bisa mendeskripsikan

dinamika pergulatan hisab rukyat di Indonesia.

Buku lainnya adalalRukyah dengan Teknoldgidengan kata pengantar dari
Ing. Burhanuddin Jusuf Habibie. Dalam buku ini nudyec mengkritisi perbedaan
yang terjadi di Indonesia yang ditulis oleh bebarg@enulis dalam berbagai sudut
pandang yang berbeda sehingga melahirkan pemilaag variatif serta gagasan-
gagasan baru untuk persatuan kriteria. Namun dal#u ini masih hanya berkutat
dalam ranah perdebatan serta hanya dalam pendekatana normatif sehingga
membaca buku ini belum cukup untuk meyakinkan damyadarkan akar dari
permasalahan baik secara internal maupun eksteeral persatuan umat Islam yang

harus terjalin meski dalam perbedaan pemahamarakesm.

Berikutnya bukuMengkompromikan Hisab dan Rulifatleh Tono Saksono.
Buku ini mencoba menjelaskan secara komprehensgfufan hisab rukyat baik
dalam konteks Indonesia maupun dunia dengan mekawgremahaman dalam
semangat penggunaan hisab berdasarkan efektivitaskdabsahan hisab dalam
menentukan dan menjadi petunjuk serta kepastiahitpegan waktu. Selain itu,
buku ini cukup banyak mencoba menjelaskan prinsigthdan rukyat serta kelebihan

dan kekurangan masing-masing. Buku ini menyimpanasgat penggunaan hisab

% B.J. Habibie, dkk.Rukyah dengan Teknologdiakarta: Gema Insani Press, 1995.
% Tono Saksondylengkompromikan Rukyat & Hisabakarta: Amythas Publicita, 2007.
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berdasarkan dalil-dalil yang dilacak dalam al-Quesmta berdasarkan kebenaran
aplikatif dan empiris. Namun pada akhirnya terlaienekankan pada penggunaan
hisab sebagai metode penentuan awal bulan kamaregki belum secara tegas
kriteria hisab seperti apa yang harus digunakarandapenentuan awal bulan

kamariah.

Berikutnya bukuHisab & Rukyat, Wacana untuk Membangun Kebersamaan
di Tengah Perbedadh karya Susiknan Azhari. Buku ini lebih fokus pada
pembahasan pemikiran-pemikiran dua tokoh fenomdadm bidang ilmu falak,
yaitu R.M. Wardan Diponingrat dan Mohammad llyas d&alaysia.Dalam buku ini
juga melampirkan diskusi seputar persoalan hiskpatibersama tokoh-tokoh ormas
Islam dan para pakar di bidang ilmu faldkalam lampiran diskusi ini terdapat
banyak pandangan seputar persoalan hisab rukyahgaebsebuah wacana
membangun kebersamaan di tengah perbedaan. Namenakdisajikan dalam
bentuk wawancara dan berbagai tokoh sehingga pelaampacana seputar hisab-

rukyat kurang fokus dan menyeluruh meski melahig@agasan yang sangat variatif.

Dari berbagai pelacakan telaah pustaka, penulismbehenjumpai secara
komprehensif dan spesifik yang membahas tentangipeyakinan beragama dalam
penentuan awal bulan kamariah dalam konteks Nd¢gsatuan Republik Indonesia,

Penentuan awal bulan kamariah tidak hanya berkialam permasalahan perbedaan

37 Susiknan AzhariHisab & Rukyat; Wacana untuk Membangun Kebersamdiaiengah
Perbedaanyogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.



22

sifat ijtihadiyah, namun juga masuk dalam ranahakean terkait dengan penentuan

waktu ibadah umat Islam.

Sehingga penulis dalam penelitian ini sekaligus ghkatisi upaya
penyeragaman kriteria hilal dengan pernyataan balpgebedaan merupakan
sunnatullah, dan tidak ada intervensi dalam memjala perintah agama termasuk
pemerintah, karena kaidahukmu al-hakim ilzamun wayarfa’u al-khilaflak bisa
dijadikan dasar oleh pemerintah untuk masuk dalamalr keyakinan beragama
karena bukan sebagai negara Islam. Keyakinan kesgardi Indonesia adalah
dilindungi oleh UUD 1945, selain itu perlindunganelo UUD 1945 tersebut
merupakan sebuah cermin dari pergerakan dan kestepakontrak sosial dari bentuk

dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini dirasa memiliki lpetaan yang cukup
signifikan dari buku-buku yang telah ada terleb@iadh penelitian ini mengangkat
dari gagasan-gagasan aktual penulis dalam menanggdembangan permasalahan
hisab-rukyat yang aktual. Sehingga penelitian skrimi dengan pokok-pokok
pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya memgadgat penting untuk
menelusuri akar permasalahan serta memberikan pamikbaru dalam
mengindentifikasi masalah untuk menyadarkan kepamaat Islam tentang
pentingnya persatuan di tengah perbedaan sertaintEga posisi keyakinan

keagamaan penentuan awal bulan kamariah di Indanesi



23



24

E. Metode Pendlitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metodejitan sebagai berikut:

1. JenisPenelitian & Sumber Data
a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dapat termasuk dalam penelitian ikai#l dalam bentuk
penelitian pustakalibrary research karena memerlukan kajian pustaka
dalam menjawab fenomena yang ddarary researchadalah serangkaian
kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpudéa pustaka,
membaca dan mencatat, serta mengolah bahan panelitengardibrary
researchini lebih dari pada sekedar memperdalam kajianitispbahkan
memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperd&h mkenelitian
ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa hampir semua lipane dalam
aplikasinya memerlukan penelitian pustakrdry research.*® Penelitian

pustaka termasuk dalam penelitian kualitatif.

3 Mestika ZedMetode Penelitian Kepustakaabakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004, hal, 1-
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b. Sumber Data
Data primer dalam penelitian ini adalah keberagadem perbedaan

dalam penentuan awal bulan kamariah aliran-alirsalhrukyat di Indonesia.

Data sekunder yaitu data yang ada hubungannya deregabahasan
namun bukan sumber primer. Dalam data sekundésnmasuk ormas-ormas
Islam terutama ormas Islam besar di Indonesia sdgadhlatul Ulama dan
Muhammadiyah beserta pemikiran-pemikirannya yamngetear dalam bentuk
buku pedoman serta pemikiran para tokoh ahli, pertadr dalam hal ini
Kementrian Agama dan Badan Hisab Rukyat sebagadugrgemerintah
dalam praktik dan pedoman mekanisme kerjanya terkndasar dan bentuk
kedaulatan negara yang tercantum dalam Undang-gnd2asar 1945.
Secara ormas Islam atau aliran hisab rukyat, sddamaus yang dibahas
adalah NU (rukyat wilayatul hukmi), Hizbut Tahriam Hizbullah (rukyat
global), Muhammadiyah (hisab wujudul hilal) dan FH® (hisab imkan
rukyat) yang mewakili masing-masing madzhab higatyat di Indonesia.
Metode penentua teknik ini (sistem pemilihan pungesdipilih berdasarkan
pertimbangan rasional peneliti bahwa informanlahngyadiharapkan

memberikan data yang dibutuhkan peneliti, sertaa-data yang
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dipertimbangkan peneliti untuk memutuskan bebesapaber mewakili yang

lain.*
c. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalanelpgan ini,
maka metode pengumpulan data yang penulis gunakdalala

menggunakan dokumentasi dan wawancara.

d. Metode Analisis Data
Dalam menganalisis data-data menggunakan metoddisiana
deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematiktudl dan akurat
mengenai feomena atau hubungan antarfenomena jgeiigliéti.*° Dalam hal
penelitian ini menjelaskan konsep penentuan aw&nblkamariah, dasar-
dasar perbedaan dalam keyakinan dan rumusan parsatmat dalam

perbedaan pemahaman hisab-rukyat.

Metode analisis data juga menggunakan contentsamaédinalisis isi).
Metode ini dapat dipakai untuk menganalisis semaeatuk komunikasi
seperti surat kabar, buku, puisi, film, cerita rakyperaturan perundang-

undangan atau kitab suci. Analisis isi yang digerfuadalah suatu tinjauan

% Imam SuprayogoMetodologi Penelitian Sosial-AgamBandung: Rosda, 2001, hal. 134 —
165.
“©|bid, hal. 137.
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yang menyeluruh dari semua isi komunikasi yangktididiaskan oleh selera

pribadi atau perhatian sesat.

F. Sistematika Penulisan
Secara garis besar, penulisan penelitian skripsiiliagi dalam 5 (lima) Bab.

Dalam setiap bab terdiri dari sub-sub pembahagsatenatika penulisan ini adalah ;

Bab | merupakan bab Pendahuluan yang mengantadq@ad& Pembahasan
pada bab-bab berikutnya. Dalam bab ini meliputidd@aluan, Rumusan Masalah,

Tujuan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian Sistematika Penulisan.

Bab Il merupakan bab Pembahasan yang membahasgeHisab Rukyat
Awal Bulan Kamariah. Pada bab ini terdapat sub @draban meliputi Pengertian
Hisab Rukyat Awal Bulan Kamariah, Dasar Hukum HisBkyat, Sejarah
Perkembangan Hisab Rukyat, Aliran-Aliran Hisab RatkyPosisi Keyakinan

Keagamaan dalam Konteks NKRI.

Bab Ill merupakan bab Pembahasan yang membahasen@ntpaya -
Upaya Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesialai bab ini terdapat
beberapa sub bab yang membahas mengenai Keberaff@yeakinan Hisab Rukyat
di Indonesia, Upaya-Upaya Pemerintah dalam Penyd&egedaan Penentuan Awal

Bulan Kamariah di Indonesia.

“1 Bagong Suyanto et. al (ed)letode Penelitian Sosiafurabaya: Airlangga University Press,
1995, hal. 168.
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Bab IV merupakan pokok pembahasan dalam penelitiapang membahas
mengenai Posisi Keyakinan Keagamaan dalam PeneAwnahBulan Kamariah di
Indonesia. Bab ini berisi tentang Hisab & RukyaKelebihan dan Kekurangan,
Aspek Keyakinan Keagamaan dalam Penentuan Awal nBilamariah, Posisi

Keyakinan Keagamaan dalam Konteks NKRI.

Bab V merupakan bab terakhir yang menjadi bab RenuPada bab ini

terdapat beberapa sub yaitu Kesimpulan, Saran;sgaarPenutup.



